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Jakarta, 23 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 pada Selasa (23/7) dengan 
agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan 
Alat Bukti Tambahan. Persidangan yang bertempat di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung MK ini aka 
dibagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 07.30 WIB dan 10. 30 WIB. 
 
Pada sidang pengucapan putusan dismissal , Senin (22/7), MK telah memutus perkara yang tidak 
dilanjutkan, antara lain Nomor Perkara 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PDIP 
untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Musi Banyuasin 1. Menurut MK, dalam posita Pemohon tidak 
disebutkan secara rinci TPS yang dipersoalkan. Selanjutnya, Nomor Perkara 12-08-06/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PKS untuk Pemilihan Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan II. 
Menurut MK, Pemohon mempersoalkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon. 
 
Sementara pada sidang lanjutan, Selasa (23/7), MK akan memeriksa 4 perkara, yaitu perkara (1) 
Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), (2) Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 (PDIP), (3) Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan (4) 
Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS). Pada sidang perdana, Jumat (12/7), PPP 
mendalilkan perolehan kursinya di DPRD Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 2 kursi menjadi 
1 kursi.  
 
Pada sidang lanjutan, Kamis (18/7), KPU membantah dalil permohonan PPP soal dugaan pengurangan 
suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 3.991 suara, sementara menurut 
Termohon, suara Pemohon adalah 2.441 suara. Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak jelas karena 
tidak menyebutkan perolehan suara yang hilang dari tiap TPS. Akan tetapi, Pemohon malah 
menyebutkan ketidaksesuaian antara suara sah dan tidak sah atau pengurangan bagi parpol lainnya. 
Demikian juga PKS selaku Pihak Terkait, menampik dalil permohonan PBB soal pemilih tidak memiliki 
e-KTP dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 
namun masih bisa memilih. Terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten 
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara 
ulang. (Nano T.A./Annisa L.) 
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